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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama 
kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah Provinsi 
Sumatera Selatan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif 
dengan pendekatan kualitatif, yaitu metode yang dilakukan dengan menggunakan teknik penumpulan data 
dengan mewawancarai informan kunci dan observasi. Sistem pemungutan pajak office assessment system untuk 
pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dan sistem pemungutan pajak self 
assessment system untuk pajak bahan bakar kendaraan bermotor. 
 Hasil dari penelitian ini menunjukan kontribusi pajak kendaraan bermotor untuk tahun 2013 sampai 
2016 termasuk dalam kategori berkontribusi dan pada tahun 2017 termasuk dalam kategori cukup berkontribusi. 
Kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor untuk tahun 2013 termasuk dalam kategori berkontribusi dan 
pada tahun 2014 sampai 2017 termasuk dalam kategori cukup berkontribusi. Dan untuk kontribusi pajak bahan 
bakar kendaraan bermotor untuk tahun 2013 sampai 2017 termasuk dalam kategori cukup berkontribusi dalam 
penerimaan pendapatan asli daerah provinsi Sumatera Selatan. 
 
Kata Kunci : Kontribusi, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan 
Bakar Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah. 
 
 
Abstract 
The objective of this study was to analyze the vehicle tax contribution, title transfer vehicle tax, and 
carbon tax toward the original local government revenue of South Sumatera Province. The method for 
analyzing the data was descriptive data analysis by using qualitative approach and the method for collecting the 
data were interviewing and observation. Office assessment system as VAT collector system was used to measure 
vehicle tax an title transfer vehicle tax meanwhile self assessment system was used to measure czrbon tax. 
 The result showed that the vehicle tax contribution in 2013 to 2016 was caterorized as contributed and 
in 2017 was quite contributed. The title transfer vehicle tax in 2013 was categorized contributed and in 2014 to 
2016 was quite contributed. The las, the carbon tax in 2013 to 2017 was quite contributed as the original lical 
goverment revenue of South Sumatera Province. 
 
Keywords: Contribution, Vehicle Tax, title transfer vehicle tax, carbon tax, the original local government 
revenue 
1. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Pajak adalah konstribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak 
merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan 
bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.  
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Pajak terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah, pajak pusat  adalah semua jenis pajak yang lembaga 
pemungutnya adalah pemerintah pusat sehingga nanti dana pajak yang ditarik akan masuk ke kas negara, 
komponen utama penerima adalah APBN. Sedangkan pajak daerah jenis pajak yang lembaga pemungutnya 
adalah pemerintah daerah, nantinya masuk ke kas daerah, komponen utama dari APBD.  
Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah dari 
masyarakat, Pajak daerah digunakan oleh pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan belanja daerah 
serta pembangunan dan infrastruktur daerahnya. selain itu masyarakat juga memiliki peranan yang sangat 
penting dengan keikutsertaannya dalam membangun daerahnya. Salah satunya adalah peran masyarakat 
menjadi wajib pajak yang baik, memiliki kesadaran dan tanggungjawab untuk membayar pajak. 
Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah ada 
beberapa jenis pajak daerah yang menjadi sumber pendapatan pemerintah tingkat provinsi adalah Pajak 
Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Kendaraan Bermotor, 
Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Selanjutnya jenis pajak yang dipungut di daerah kabupaten/kota 
yang menjadi sumber pendapatan adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, 
Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengelolahan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir. Berikut tabel 
penerimaan pajak daerah di Provinsi Sumatera Selatan: 
 
Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 
2011-2016 
Tahun Target Realisasi Persentase 
2013 Rp 1.999.720.400.000,00 Rp 1.882.596.915.640,00 94,14% 
2014 Rp 2.425.320.400.000,00 Rp 2.267.779.726.033,50 93,50% 
2015 Rp 2.510.784.537.684,00 Rp 2.324.865.133.161,95 92,60% 
2016 Rp 2.911.760.715.578,98 Rp 2.378.960.064.732,96 81,70% 
2017 Rp 2.911.883.386.175,00 Rp 2.835.049.448.049,80 97,36% 
Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, 2018 
 
Dari data diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak daerah dari tahun ke tahun mengalami 
peningkatan ini membuktikan bahwa kesadaran masyarakat atas partisipasinya untuk pembangunan daerah 
dalam setiap tahunnya meningkat. Akan tetapi pada tahun 2013 sampai dengan 2017 penerimaan pajak 
daerah belum mencapai target yang telah di tetapkan oleh pemerintah Sumatera Selatan. 
Dari berbagai jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah tingkat Provinsi yaitu Pajak Kendaraan 
Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak 
Air Permukaan Dan Pajak Rokok. 
 Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan 
orang dengan dipungut bayaran. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau pengusaan 
kendaraan bermotor. Berikut adalah jumlah kendaraan bermotor di Sumatera Selatan. 
 
Tabel 1.2 Jumlah Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011-2015 
Tahun Mobil 
Penumpang 
Bus Truk Sepeda Motor 
2011 9.548.866 2.254.406 4.958.738 68.839.341 
2012 10.432.259 2.273.821 5.286.061 76.381.183 
2013 11.484.514 2.286.309 5.615.494 84.732.652 
2014 12.559.038 2.398.846 6.235.136 92.976.240 
2015 13.480.973 2.420.917 6.611.028 98.881.267 
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017 
 
Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah kendaraan di Provinsi Sumatera Selatan meningkat dari 
tahun ke tahun. Dengan meningkatnya kendaraan bermotor seharusnya jumlah pajak yang diterima dari 
pajak kendaraan bermotor harus meningkat. Pada tahun 2017 terdapat jumlah tunggakan dan denda yang 
cukup besar  yaitu sebesar 1,5juta unit kendaraan bermotor yang menunggak dalam membayar pajak 
kendaraan bermotor di Sumatera Selatan dari jumlah kendaraan yang diasumsikan sebanyak 3juta unit 
kendaraan bermotor yang lalai dalam mambayai pajaknya. Menurut Plt Sekta Joko Imam pemerintah 
provinsi Sumatera Selatan terus berupaya memaksimalkan pendapatan asli daerah salah satunya dari Pajak 
kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Dia mengatakan pajak kendaraan bermotor 
ini memiliki potensi sangat tinggi untuk PAD akan tetapi masih banyak Wajib Pajak yang belum patuh 
dalam membayar pajak kendaraan bermotor. (republika.co.id 2017) 
 Kabanpenda Provinsi Sumatera Selatan H Marwan Fansuri yang menyatakan bahwa untuk 
meningkatkan pendapatan asli daerah, Provinsi Sumatera Selatan gencar melakukan penagihan untuk pajak 
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kendaraan alat berat, pajak kendaraan bermotor dan pajak air permukaan yang dilakukan untuk 
meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal itu dilakukan dengan menindak lanjuti regulasi yang dimaksud 
dalam cara untuk meningkatan pendapatan daerah Provinsi Sumatera Selatan selain PKB dan BBNKB, 
salah satu cara yang dilakukan saat ini adalah membentuk tim dilapangan khususnya UPTB (Unit 
Pelaksanaan Tugas Badan) yang tersebar di 17 Kab/Kota yang  melaksanakan tugas pokok dan fungsinya 
untuk menagih pajak daerah (Metrosumatera,2017). Tidak hanya itu peningkatan pendapatan dari sektor 
pajak dapat dilakukan dengan cara memperbanyak mobil Samsat keliling dan terus berkoordinasi dengan 
UPTD Samsat yang ada dikabupaten/kota Sumatera Selatan, agar mempermudah masyarat dalam 
pembayaran pajak seperti yang diungkapkan oleh Marwan Fansuri sebagai kepala badan pendapatan 
daerah Provinsi Sumatera Selatan (Sumselupdate, 2017). Hal ini dilakukan pemerintah sebagai upaya 
untuk menggali dan meningkatkan potensi pajak asli daerah sumatera selatan terumana pajak kendaraan 
bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Berikut adalah realisasi penerimaan Pajak kendaraan 
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2013-2017 di provinsi Sumatera Selatan. 
 
Tabel 1.3 Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama kendaraan 
Bermotor di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2017 
Tahun Realisasi Pajak Kendaraan 
Bermotor 
Realisasi Pajak Bea Balik Nama 
Kendaraan Bermotor 
2013 663.422.958.598,00 704.501.493.444 
2014 749.169.627.264,00 686.782.045.415 
2015 785.782.252.496,00 596.462.294.191 
2016 847.081.975.441,00 526.209.192.157 
2017 973.456.322.575,00 802.473.526.615 
Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan,2018 
 
Dapat dilihat penerimaan pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya mengalami peningkatan, hal ini 
menunjukan jika Pajak Kendaraan Bermotor telah berhasil dalam meningkatkan pendapatan asli daerah 
Provinsi Sumatera Selatan yang dapat digunakan pemerintah daerah sebagai penunjang pembangunan 
daerah dan lain-lain. Akan tetapi untuk Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dapat dilihat dari 
tahun 2014 sampai tahun 2016 mengalami penurunan dan pada tahun 2017 sudah kembali meningkat 
penerimaannya. 
Selain pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terdapat pajak bahan bakar 
kendaraan bermotor yang menjadi sumber pendapatan asli daerah provinsi sumatera selatan. Bahan Bakar 
Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan kendaraan bermotor. 
Bahan bakar kendaraan bermotor dipungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) termasuk 
bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan diatas air. Berikut adalah target dan realisasi penerimaan 
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2017. 
 
Tabel 1.4 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Provinsi 
Sumatera Selatan Tahun 2013-2017 
Tahun Target Pajak Bahan Bakar 
Kendaraan Bermotor 
Realisasi Pajak Bahan Bakar 
Kendaraan Bermotor 
2013 405.079.000.000 447.508.443.100 
2014 460.079.000.000 508.333.162.553 
2015 475.079.000.000 591.598.965.632 
2016 640.000.000.000 513.205.513.586 
2017 697.000.000.000 670.559.294.854 
Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan 
 
Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pada tahun 2013 sampai tahun 2015 mengalami 
peningkatan akan tetapi pada tahun 2016 mengalami penurunan dan tidak mencapai target yang telah 
ditetapkan sedangkan di tahun 2017 telah mengalami peningkatan kembali tetapi belum mencapai target 
yang telah ditetapkan. 
Menurut Plt Bapenda Sumsel Neng Muhaibah mengatakan dibeberapa daerah diluar Sumsel 
penerimaan PBBKB sangat menjanjikan bahkan diatas 1 triliun, namun di Sumsel sendiri setoran dari 
PBBKB masih belum optimal kita baru menyerap 500 miliar dari target 677 miliar di tahun 2017 ini salah 
satu penyebab masih rendahnya serapan dari sektor PBBKB dikarenakan adanya indikasi kebocoran yang 
cukup besar.(detakpalembang.com) 
Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Ruslinda Agustina,2015) mengenai “Analisis 
Pengaruh Kontribusi Pajak kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap 
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Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Selatan” dengan hasil penelitian menunjukan Pajak 
Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap PAD sedangkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak 
berpengaruh terhadap PAD provinsi Kalimantan Selatan. Lalu penelitian yang dilakukan oleh (Budi 
dkk,2016) mengenai “Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan 
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah” dengan 
hasil penelitian menunjukan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak 
bahan bakar kendaraan bermotor berpengaruh secara simultan terhadap PAD provinsi Jawa Tengah dengan 
nilai Adjusted R Square sebesar 93,2%. Penelitian sebelumnya (M.Fayrusz.2014) mengenai “Pengaruh 
Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Terhadap 
Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Riau” yang menunjukan hasil pajak kendaraan bermotor, bea 
balik nama kendaraan bermotor dan pajak air permukaan berpengaruh secara simultan terhadapPAD 
sebesar 77,4%. Dan penelitian yang dilakukan oleh (Arham Nurulloh,2014) mengenai “Analisis 
Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar 
Kendaraan Bermotor pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul” menunjukan hasil pajak kendaraan 
bermotor,bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor mengalami 
pertumbuhan yang cenderung positif, tetapi hasil ketiga pajak tersebut belum mampu berkontribusi secara 
signifikan terhadap pendapatan daerah  di Kabupaten Bantul. 
Dari uraian diatas peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Kontribusi Pajak 
Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar 
Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan ” 
 
1.2 Rumusan Masalah  
1. Bagaimana kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah provinsi Sumatera 
Selatan? 
2. Bagaimana kontribusi pajak bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah 
provinsi Sumatera Selatan? 
3. Bagaimana kontribusi pajak bahan bakar kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daearah 
provinsi Sumatera Selatan? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah provinsi 
Sumatera Selatan. 
2. Untuk mengetahui kontribusi pajak bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli 
daerah provinsi Sumatera Selatan. 
3. Untuk mengetahui kontribusi pajak bahan bakar kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah 
provinsi Sumatera Selatan. 
 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Landasan Teori 
2.1.1 Teori Asas Gaya Beli 
Menurut Siti Resmi (2016, h.6) Teori Asas Gaya Beli ini tidak mempersoalkan asal mula 
negara memungut pajak, melainkan hanya melihat pada efeknya dan memandang efek yang baik 
itu sebagai dasar keadilannya. Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak disamakan dengan 
pompa yaitu mengambilgaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga 
negara dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara 
hidup masyarakat dan untuk membawanya ke arah tertentu. 
 
2.1.2 Pajak 
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 yang berisi : Pajak 
adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
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2.1.3 Pajak Asli Daerah 
Berdasarkan Undang-Undang No.33 tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan 
pendapatan yang di peroleh dari daerah yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan 
yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. PAD bersumber dari: Pajak daerah, 
restribusi daerah, laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMN) dan pendapatan asli daerah lainya 
yang sah (Halim 2007, h.96). 
 
2.1.4 Kontribusi 
Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan, 
biaya, atau kerugian tertentu atau bersama. Maka, dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan 
bahwa kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama kepada perkumpulan dan 
sebagainya untuk tujuan tertentu. Sehingga dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa 
kontribusi adalah iuran atau sumbangan yang diberikan oleh pendapatan pajak kendaraan 
bermotor, pajakbea balik nama kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermootor 
dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. 
 
2.1.5 Pajak Kendaraan Bermotor 
Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 Pajak kendaraan Bermotor adalah pajak atas 
kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan 
bermotor beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh 
peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu 
sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, 
termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan rodadan motor 
dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. 
 
2.1.6 Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 
Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas 
penyerahan hak milik kendaraan sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau 
keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam 
badan usaha. 
 
2.1.7 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 
Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak 
atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah 
semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. 
 
III. METODE PENELITIAN 
3.1 Pendekatan Penelitian 
Pendekatan kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandasan pada filsafat 
postpositivisme, digunakan untukmeneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah 
eksperimen) dimana penelitian ini adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan 
secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat indukatif/kualitatif, dan hasilpenelitian kualitatif lebih 
menekankan makna dari pada generalisasi. 
 
3.2 Objek/Subjek Penelitian 
Objek penelitian adalah Kepemilikan dan/atau pengusaha kendaraan bermotor yang terdaftar, 
Penyerahankepemilikan kendaraan bermotor, Bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan bermotor. 
Sedangkan subjek penelitian ini adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan 
3.3 Pemilihan Informan Kunci 
Dalam penelitian ini, informan kunci berasal dari 4 (empat) kalangan perwakilan yangberbeda yaitu 
perwakilan Sub Bidang Pajak dari Bapenda Provinsi Sumatera Selatan, Perwakilan Praktisi perpajakan, 
Perwakilan Akademisi Perpajakan, dan perwakilan Wajib pajak. 
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3.4 Jenis Data 
Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari pengambilan data tentang pajak kendaraan bermotor, 
pajak bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dengan cara 
wawancara dengan petugas pajak di BAPENDA Sumatera Selatan dan Data Sekunder yang berasal dari 
buku-buku, literatur dan perundang-undangan. 
 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Menurut penelitian Sugiyono, 2014, h.224 Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang 
dilakukan untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Dalam 
penelitian ini teknik pengumpulan data dengan cara kuesioner, wawancara, dan observasi. 
 
3.6 Teknik Analisis Data 
Dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif deskriptif yang bersifat uraian dari hasil 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang berlangsung selama proses pengumpulan data 
(Nazir 2013,h.43). Rumus kontribusi sebagai berikut: 
kontribusi PKB = 
𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊 𝒑𝒂𝒋𝒂𝒌 𝒌𝒆𝒏𝒅𝒂𝒓𝒂𝒂𝒏 𝒃𝒆𝒓𝒎𝒐𝒕𝒐𝒓
𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊 𝒑𝒆𝒏𝒆𝒓𝒊𝒎𝒂𝒂𝒏 𝑷𝑨𝑫
 × 100% 
kontribusi BBNKB = 
𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊 𝒑𝒂𝒋𝒂𝒌 𝑩𝑩𝑵𝑲𝑩
𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊 𝒑𝒆𝒏𝒆𝒓𝒊𝒎𝒂𝒂𝒏 𝑷𝑨𝑫
 × 100% 
kontribusi PBBKB = 
𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊 𝑷𝑩𝑩𝑲𝑩
𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊 𝒑𝒆𝒏𝒆𝒓𝒊𝒎𝒂𝒂𝒏 𝑷𝑨𝑫
 × 100% 
Sehingga untuk dapat menilai kontribusi maka dapat melihat tabel kriteria kontribusi sebagai berikut: 
Tabel 3.1 Kriteria Kontribusi 
Persentase Kriteria 
0,00%-10% 
10,10%-20% 
20,10%-30% 
30,10%-40% 
40,10%-50% 
Tidak Berkontribusi 
Kurang Berkontribusi 
Cukup Berkontribusi 
Berkontribusi 
Sangat Berkontribusi 
 
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 
4.1.1 Sejarah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan 
Sejalan dengan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan 
badan daerah yang khususnya mengemban tugas untuk mengelola sumber pendapatan daerah dalam 
upaya pemerintah daerah untuk menghimpun dana dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan 
di daerah. 
Sehubungan dengan itu untuk menunjang usaha-usaha pembangunan di daerah, provinsi 
sumatera selatan perlu megadakan upaya-upaya untuk mengembangkan dan mengintensifkan 
pemungutan pajak dan retribusi daerah dapat dilakukan secara lebih intensif guna mencapai target 
pendapatan daerah yang ditetapkan. 
Seperti diatur dalam surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan No. 
PD/93/1970 Tanggal 6 Mei 1970 Pengelolaan dan Pemungutan Pendapatan Daerah pada mulanya 
harus diurus dan dilaksanakan oleh salah satu bagian dilingkungan sekretariat Wilayah Daerah 
Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan. 
Sejalan dengan pesatnya perkembangan pembangunan di daerah provinsi Sumatera Selatan 
yang tentunya diikuti oleh pembiayaan untuk melaksanakan pembangunan tersebut, maka 
berdasarkan Perda No. 9 Tahun 1973/1974 Tanggal 14 Juli 1973 dibentuklah Dinas Pajak dan 
Pendapatan Daerah Provinsi Daerah  Tingkat I Sumatera Selatan. 
Dalam surat keputusan Gubernur Kepala Daerah tanggal 6 Mei 1970 No.PD/93/1970 sebelum 
adanya peraturan daerah tentang penetapan dan pemungutan pajak dan pendapatan daerah hanya 
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diurus oleh satu bagian dari biro keuangan dalam lingkungan Sekretariat Darah Provinsi Sumatera 
Selatan. 
Berdasarkan Surat Keputuan Menteri dalam negeri tanggal 9 Desember 1972 No. 91.B/I/I/16 
tentang pembentukan Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah serta Peraturan Daerah Provinsi 
Sumatera Selatan No. 9/PERDASS/1973/1974 dibentuk Badan Pajak dan Badan Pendapatan 
Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan berkedudukan di ibukota provinsi Sumatera Selatan. 
 
4.1.2 Visi dan Misi BAPENDA  
1. Visi 
Mewujudkan Pendapatan Asli Daerah sebagai potensi utama mendukung otonomi Provinsi 
Sumatera Selatan menuju kemandirian. 
2. Misi 
a) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. 
b) Meningkatkan motivasi kepada masyarakat terhadap upaya pembangunan melalui 
pembayaran Pajak Daerah dan retribusi Daerah. 
c) Meningkatkan peran aktif diinas/instansi terkait dibidang pemungutan Pajak Daerah 
dan retribusi Daerah. 
d) Penggalian sumber-sumber penerimaan baru 
e) Meningkatkan Pendapatan Daerah. 
 
4.2 Struktur BAPENDA Provinsi Sumatera Selatan 
Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan,2018 
 
Gambar 4.1 Struktur Organisasi 
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan 
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4.3 Analisis Hasil Penelitian 
4.3.1 Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi 
Sumatera Selatan 
Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan 
jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang 
berfungsi untuk mengubah sumberdaya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor 
yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya 
menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang 
digunakan di air.  
Sistem yang mengatur pemungutan pajak kendaraan bermotor yaitu office assessment sytem 
yang merupakan suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya 
tarif pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak ditentukan oleh aparat pemungut pajak. Menurut 
pemerintah peraturan untuk pajak kendaraan bermotor sudah adil karena tarif yang dikenakan 
rendah. 
“...adil karena pajak kendaraan bermotor dilihat dari jenisnya, tipe dan harganya maka 
mereka akan membayar pajak sesuai dengan jenis, tipe dan harganya kalau semakin mahal 
kendaraannya maka semakin mahal pajak yang akan dibayar...” 
(wawancara, Bapak Salahudin, 30 April 2018) 
Berdasarkan data yang telah didapat dari BAPENDA tersebut maka dapat dihitung 
kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah provinsi Sumsel 
dengan rumus sebagai berikut: 
Kontribusi PKB = 
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝐾𝐵 
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖  𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷
× 100% 
Berdasarkan teori kontribusi maka dapat di golongkan ke dalam kriteria kontribusi dengan 
penilaian kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat dilihat melalui tabel berikut ini: 
Tabel 4.4 Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2013-1016 
Tahun Realisasi PKB Realisasi PAD % kriteria 
2013 663.422.958.598,00 2.021.696.787.275,10 32,81 Berkontribusi 
2014 749.169.627.264,00 2.422.673.788.768,86 30,92 Berkontribusi 
2015 785.782.252.496,00 2.534.526.413.315,20 31,00 Berkontribusi 
2016 847.081.975.441,00 2.546.177.544.348,66 33,26 Berkontribusi 
2017 873.456.322.575,00 2.994.348.224.376,63 29,17 Cukup  
Sumber: Data diolah, 2018 
 
4.3.2 Analisis Kontribusi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan 
Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan 
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan 
sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual 
beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. 
Sistem yang mengatur pemungutan pajak kendaraan bermotor yaitu office assessment sytem 
yang merupakan suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya 
tarif pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak ditentukan oleh aparat pemungut pajak. Menurut 
pemerintah peraturan untuk pajak kendaraan bermotor sudah adil karena tarif yang dikenakan 
rendah. 
Berdasarkan data yang telah didapat dari BAPENDA tersebut maka dapat dihitung 
kontribusi penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah 
provinsi Sumsel dengan rumus sebagai berikut: 
Kontribusi BBNKB = 
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖  𝐵𝐵𝑁𝐾𝐵
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷
× 100% 
Berdasarkan teori kontribusi maka dapat di golongkan ke dalam kriteria kontribusi dengan 
penilaian kontribusi penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor dapat dilihat melalui 
tabel berikut ini: 
Tabel 4.6 Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  
Tahun 2013-1016 
Tahun Realisasi BBNKB Realisasi PAD % kriteria 
2013 704.501.493.444 2.021.696.787.275,10 34,84 Berkontribusi 
2014 686.782.045.415 2.422.673.788.768,86 28,34 Cukup 
2015 596.462.294.191 2.534.526.413.315,20 23,53 Cukup 
2016 526.209.192.157 2.546.177.544.348,66 20,66 Cukup 
2017 802.473.526.615 2.994.348.224.376,63 26,79 Cukup 
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4.3.3    Analisis Kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli 
Daerah Provinsi Sumatera Selatan 
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar 
kendaraan bermotor. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau 
gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. 
Sistem yang mengatur pemungutan pajak kendaraan bermotor yaitu self assessment sytem. 
“...untuk pajak bahan bakar kendaraan bermotor asas nya self assement menghitung sendiri 
dan membayar sendiri yang mana pelaksanaannya diberikan kewenangannya pada penyedia 
untuk melakukan pemungutan bahan bakar sebagai wajib pungut yang ditunjuk 
BAPENDA...” 
(wawancara, Bapak Salahudin, 30 April 2018) 
 
Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor adalah PT. Pertamina yang dijadikan wajib 
pungut oleh BAPENDA, maka dari itu mekanisme pemungutan pajak bahan bakar kendaraan 
bermotor yang dilakukanoleh PT. Pertamina harus sesuai dengan aturan yang berlaku. 
“...kalau di pertamina itu jelas harus sesuai dengan prosedur.mekanismenya adalah karena 
pertamina diberikan tugas/mandat sebagai pemungutnya jadi setiap transaksi penjualan yang 
pertamina lakukan kita sudah memungut nilai pajak tersebut dalam setiap nilai transaksi, 
dimana nantinya pasti akan kita setorkan ke kas daerah, masing-masing daerah setiap 
bulannya itu sesuai dengan tanggal yang di minta oleh daerah tersebut dalam peraturan 
daerah...” 
(wawancara, Ibu Almira, 8 Mei 2018) 
Berdasarkan data yang telah didapat dari BAPENDA tersebut maka dapat dihitung 
kontribusi penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah 
provinsi Sumsel dengan rumus sebagai berikut: 
Kontribusi PBBKB = 
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝐵𝐵𝐾𝐵 
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷
× 100% 
Berdasarkan teori kontribusi maka dapat di golongkan ke dalam kriteria kontribusi dengan 
penilaian kontribusi penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dapat dilihat melalui tabel 
berikut ini: 
Tabel 4.8 Kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Tahun 2013-1016 
Tahun Realisasi PBBKB Realisasi PAD % kriteria 
2013 447.508.443.100 2.021.696.787.275,10 22,13 Cukup 
2014 508.333.162.553 2.422.673.788.768,86 20,98 Cukup 
2015 591.598.965.632 2.534.526.413.315,20 23,34 Cukup 
2016 513.205.513.586 2.546.177.544.348,66 20,15 Cukup 
2017 670.559.294.854 2.994.348.224.376,63 22,39 Cukup 
Sumber: Data diolah, 2018  
 
4.3.3 Upaya yang Dilakukan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, 
Bea Balik Nama Kendaraan bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 
Dalam meningkatkan pendapatan atas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik 
Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, pihak Badan 
Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan harus melakukan berbagai upaya. 
“...upaya yang dilakukan selama ini kan pasif, jadi kan kantor SAMSAT selama ini kan 
pasif, nunggu orang datang baru bayar. Jadi mau tidak mau harus ada tim yang keluar 
dari kantor untuk lebih agresif dalam menagih pajak kendaraan bermotor. Contohnya: 
razia, sosialisai agar menimbulkan efek jera...” 
(wawancara, Bapak Andreas, 15 Mei2018) 
Upaya lain yang dilakunan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan agar 
dapat meningkatkan pemungutan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan 
bermotor dan pajak bahan bahan bakar kendaraan bermotor dan dapat berkontribusi dengan 
baik, maka upaya yang dilakukan dengan cara. 
 “...membuka titik-titik pelayanan seperti memberikan pelayanan samsat keliling, samsat 
desa, samsat corner, dan melakukan tim optimalisasi yang mendatangi langsung ke 
perusahaan-perusahaan untuk penagihan bahan bakar,menetapkan wajib pungut pajak 
bahan bakar kendaraan bermotor...” 
(wawancara, Bapak Salahudin, 30 April 2018) 
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Dengan membuka titik-titik pelayanan dan membentuk tim optimalisasi diharapkan dapat 
meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan 
pajak bahan bakar kendaraan bermotor. 
 
 
V. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1  Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai Analisis Kontribusi Pajak 
Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 
dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Selatan didapatkan 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan 
untuk tahun 2013 sampai 2016 menjelaskan bahwa pajak kendaraan bermotor telah berkontribusi 
akan tetapi pada tahun 2017 kontribusinya dalam kategori cukup berkontribusi dalam penerimaan 
pendapatan asli daerah provinsi sumatera selatan. 
2. Kontribusi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi 
Sumatera Selatan untuk tahun 2013 menjelaskan bahwa bea balik nama kendaraan bermotor telah 
berkontribusi akan tetapi pada tahun 2014 sampai 2017 kontribusinya dalam kategori cukup 
berkontribusi dalam penerimaan pendapatan asli daerah provinsi sumatera selatan. 
3. Kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi 
Sumatera Selatan setiap untuk tahun 2013 sampai 2017 menjelaskan bahwa bahan bakar kendaraan 
bermotor telah cukup berkontribusi dalam penerimaan pendapatan asli daerah provinsi sumatera 
selatan. 
 
5.2 Saran 
Adapun saran yang dapat diberikan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan seharusnya lebih meningkatkan pelaksanaan 
pemungutan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar 
kendaraan bermotor. 
2. Melakukan sosialisasi peraturan yang mengatur tentang pajak kendaraan bermotor, bea balik nama 
kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang belum mengetahui peraturan 
serta tarif pajaknya. 
3. Bagi wajib pajak agar dapat selalu mematuhi peraturan yang berlaku, salahstunya dengan membayar 
pajak tepat pada waktu yang telah ditetapkan. 
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